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KOTA SURAKARTA

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta
2. Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Surakarta

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DAN STANDAR
BIAYA UMUM (SBU) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUBAHAN (RKA-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.

(APBD) TAHUN ANGGARAN 2026

Latar Belakang

Menindaklanjuti tahapan proses penyusunan Perubahan APBD Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2026 dan mendukung pemenuhan dokumen Indeks
Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention
(IPKD MCSP), perlu dilakukan penyusunan SSH dan SBU Perubahan apabila
SSH dan SBU yang telah ditetapkan belum cukup memenuhi kebutuhan
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-P APBD Tahun Anggaran 2026,.

. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan
bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta dalam mengajukan usulan, dan menerapkan SSH serta SBU untuk
mengakomodasi kebutuhan penyusunan RKA-P pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2026.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
a. Penyusunan Usulan SSH Perubahan;

b. Penyusunan Usulan SBU Perubahan; dan
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c. Jadwal Penyusunan.
4. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan
c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Isi Edaran
A. Ketentuan Penyusunan Usulan SSH Perubahan
1) Perubahan SSH dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) lzin Sekretaris Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a) Kepala unit kerja SKPD yang ditetapkan sebagai KPA mengajukan
nota dinas usulan SSH melalui kepala SKPD selaku pengguna
anggaran;

b) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengirimkan nota dinas
usulan SSH dalam bentuk nota dinas yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang
membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta SKPD
yang membidangi pengawasan internal;

c) usulan SSH melampirkan paling sedikit 3 (tiga) bukti dukung dengan
bukti yang bersumber pada:

(1) pranala/link Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

(2) bukti tertulis yang ditandatangani dan berstempel dari pemilik
toko, apabila dilakukan survei secara luring; dan/atau

(3) bukti pranala/link dari e-commerce, apabila survei dilakukan
secara daring.

d) Usulan SSH memperhatikan satuan dan kode rekening yang

mengacu pada SIPD.
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3) Usulan perubahan SSH diverifikasi oleh tim penyusun dan verifikasi
SHS.

4) Hasil verifikasi perubahan SSH yang diterima, dilakukan pemutakhiran
dalam basis data SIPD dan menjadi materi muatan dalam perubahan
SSH.

B. Ketentuan Penyusunan Usulan SBU Perubahan

1) Perubahan SBU dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan/ atau
melalui pembahasan pada forum TAPD.

2) lzin Sekretaris Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a) Kepala Unit kerja SKPD yang ditetapkan sebagai KPA mengajukan
nota dinas usulan SBU melalui kepala SKPD selaku pengguna
anggaran;

b) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengirimkan nota dinas
usulan SBU dalam bentuk nota dinas yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang
membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta SKPD
yang membidangi pengawasan internal,

c) Usulan SBU melampirkan salah satu dan/ atau beberapa bukti
dukung yang bersumber pada:

(1) peraturan teknis lebih tinggi yang menetapkan besaran biaya
pendukung usulan;

(2) pengajuan usulan penetapan besaran biaya untuk memenuhi
kebutuhan penganggaran Pemerintah Kota Surakarta yang telah
disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah;

(3) pranala/link Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan/ atau bukti pranala/link dari e-
commerce, apabila survei dilakukan secara daring;

d) Usulan SBU memperhatikan satuan dan kode rekening yang
mengacu pada SIPD.

3) Usulan perubahan SBU diverifikasi oleh tim penyusun dan verifikasi
SHS.
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4) Hasil verifikasi perubahan SBU yang diterima, dilakukan pemutakhiran
dalam basis data SIPD dan menjadi materi muatan dalam perubahan
SBU.

C. Jadwal Penyusunan

Guna mendukung ketepatan waktu penyusunan APBD Perubahan, jadwal

penyusunan diatur sebagai berikut:

1. Nota Dinas usulan SSH dan/atau SBU oleh Perangkat Daerah diterima
oleh Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

2. Verifikasi Nota Dinas usulan SSH dan/atau SBU oleh Tim Verifikator
paling lambat tanggal 24 Juli 2026.

3. Penetapan Keputusan Wali Kota Surakarta tentang SSH dan/atau SBU
paling lambat tanggal 29 Juli 2026.

*Catatan: Usulan yang melewati batas waktu di atas tidak akan

diakomodasi dalam sistem SIPD untuk APBD Perubahan TA 2026.

6. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juni 2026
li Kota Surakarta,
etaris Daerah,
Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta.
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